
4. Undang-Undang Nomor 
Perbendaharaon Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan 
Undang-lJndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atos 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ; 

Tahun 2004 tentang 

a. bahwa untuk meningkatl<.an keserasian, keterpaduan 
don kebefhasilan serta tertib administmsi penato­ 
usahaan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006. 
diperlukan adanya Pedoman Penatausahaan 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006 ; 

b. bahwa untuk maksud di atas dipandang perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang; 

1 . Undang-Undang NQmor 1 7 Tahuri 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kofa Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa nmur, Jawa Tengah don Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jaso 
Konstruksi; 

3. Undong-Undang Nomor 17 Tahun_ 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

Menglngat 

Menimbang 

TENTANG 
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 
DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR r5 TAHUN 2006 

WALIKOTA MAGELANG 



f>ERATURAN WALIKOTA MAGElANG TENTANG PEDOMAN 
PENATAUSAHAAN PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENOAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perlmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat don 
Pemerintahan Oaerah; 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Peron Serta Masyarakal dalam Jasa Konstruksi; 

9. Peraturan Pemerinlah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jaso Konstruksi; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 

l l . Peraturan Pemerintah Nomor 20 T ahun 200 l tentang 
Pembinaan don Pengawasan atas Peny~enggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

12. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Pelaksanaan Anggoran Pendapatan don Belanja 
Negara; 

, 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentong 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jaso 
Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005; 

14. Peraturon Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan don Pertanggung­ 
jawaban Keuangan Daerah ; 

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Anggaran Pendopaton don Belanja Doerah 
Tahun Anggoran 2006; 

Memperhatikan 1 . Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan. Pertanggungjawaban 
don Pengawasan Keuongan Daerah Serto Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan don Belonja Doeroh, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah don 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapaton don 
Belanja Daerah; 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ; 



LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2006 NOMOR 6 
Seri E No. 4 

Kepala Sadan Pengawasan 

Drs. S 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 7 April 2006. 

WALIKOTA MAGEIANG 

J,I/Jtf,il 
H. FAHRIYANTO 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 6 Avn \ .fl.006 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan don 
Belanla Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagalmana tercantum 
dalam Lamplran Keputusan lnl. 

Pasal2 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan don 
Belanja Daerah merupakan pedoman Penatausahaan dalam 
melaksanakan Keglotan - keglatan Pemerlntah Daerah yang dlblayai 
oleh Anggaran Pendapatan don BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2006. 

Pasal3 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Magelang. 

Pasal I 



f'E(X)JIAN Pt!NA t:tlUSAlfAAN PfWSANMN Mt.U4R11N /oltWlW'A /AN D4N 8EU.N.JA 0,A£fWI fAHIJN ~ lQOo 
KO'fA HAGel.AN<J 

H. FAHRIYANTO 

WAUKOTA MAGELANG 

Oloh km no llu unluk mewujudkan keborhosnon I rs but. mako dOtom ktto 

meloksanakan kaglotan yang berkaltan dengan APBD. agar selolu be<pedomon 

• oooo peroturon perundong undongan yang berlaku don Pedomon Penotoon 

usahoon pelaksonaon APBD lnl. 

Dlsomplng ltu. morlloh klto tlngkotkon terus pengobdlon klto dengon tefop 

mempertebol roso percayo dlrl don optlmlsme yang wajor guno menghadopl 

segala tontangan dalam era reformasl soot lnl. 

Kol '1110.qllc,n poloksonoor: APAI) :10ngot to, ontung pooo lkap monfol 

don ~omon'\puan o ioksono. 
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